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KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan
Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! pada Badan Kepegawaian Daerah dan
KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau.

Harapan kami semoga laporan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu,
kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun agar dapat diperbaiki di masa
mendatang.

Tanjungpinang, = Desember 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
Provinsi Kepulauan Riau,

Yeny [Trisia Isabella, S.Sos., M.M.
Pembiha Utama Muda (1V/c)
NIP 197601232003122008



REKAPITULASI LAPORAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

. Tanggal
No. NEmEIYEmTEE VEmgEEl Deskripsi Pengaduan Tindak Lanjut Tindak
Pelapor Pengaduan Lanjut
1. | Anonim 24 Februari | Penambahan Surat Pernyataan PPPK Provinsi | Menindaklanjuti laporan mengenai | 06 Maret
2025 Kepulauan Riau Penambahan Surat Pernyataan PPPK | 2025
Provinsi Kepulauan Riau, dapat

Selamat pagi admin, saya ijin bertanya, terkait

surat pernyataan pppk khususnya provinsi

kepulauan riau, dari pihak bkd kepulauan riau

menambahkan surat pernyataan tambahan 2

point yang isi nya :

1. bersedia mengikuti kebijakan pemerintah
provinsi kepulauan riau terhadap pemberian
tambahan penghasilan pegawai (TPP);

2. tidak mengajukan pindah dengan alasan
apapun selama menjalani perjanjian kerja
terhitung mulai tanggal pengangkatan
sebagai Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau.

kami disuruh mengirim via wa dan google
drive. secara manual oleh pihak BKD, jika
tidak upload akan bermasalah pada
penetapan NIPPPK katanya, yang saya
tanyakan apakah diperbolehkan pihak BKD
menambah persyaratan seperti yg saya
sebut diatas dan apakah betul bisa

disampaikan bahwa:

Sesuai pengumuman Gubernur Kepulauan

Riau, sebagai berikut:
1. Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : B/800.1.13.2/6/BKDKORPRI-

SET/2025 Tentang Perubahan Atas
Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor: B/813.2/27/BKDKORPRI-
SET/2024 Tentang Hasil Seleksi
Kompetensi Dan Pengusulan Nomor Induk
(NI) Pegawai Pemerintah  Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis
Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori Il (Eks
Thk-II) Dan Tenaga Non ASN Yang Terdata
Dalam Pangkalan Data (Database) BKn Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024
2. Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : B/800.1.13.2/5/BKDKORPRI-
SET/2025 Tentang Perubahan Atas
Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau




berpengaruh kepasda penetapan nipppk,
sementara di daerah lain tidak persyaratan
tersebut, dan di SSCASN aja nggak ada lagi
upload surat pernyataan, mohon
pencerahan nya admin, terima kasih.

Nomor: B/800.1.13.2/2/BKDKORPRI-
SET/2025 Tentang Hasil Seleksi
Kompetensi Dan Pengusulan Nomor Induk
(NI) Pegawai Pemerintah  Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga
Kesehatan Bagi Pelamar Prioritas D-IV
Bidan Pendidik, Eks Tenaga Honorer
Kategori Il (Eks Thk-Il) Dan Tenaga Non
ASn Yang Terdata Dalam Pangkalan Data
(Database) BKN Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
3. Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : B/800.1.13.2/4/BKDKORPRI-
SET/2025 Tentang Perubahan Atas
Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor: B/800.1.13.2/2/BKDKORPRI-
SET/2025 Tentang Hasil Seleksi
Kompetensi Dan Pengusulan Nomor Induk
(NI) Pegawai  Pemerintah  Dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Bagi
Pelamar Prioritas, Eks Tenaga Honorer
Kategori Il (Eks Thk-Il) dan Tenaga Non
ASN yang terdata dalam Pangkalan Data
(Database) BKN di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Pengumuman  tersebut  menjelaskan
adanya perubahan pada hal-hal sebagai
berikut:

1. Perubahan atas surat pernyataan
sebagaimana terdapat pada romawi Il
angka 2 huruf e pada pengumuman
sebelumnya berisi 7 (tujuh) poin berubah




menjadi 5 (lima) poin (surat pernyataan 5
poin) yang ditandatangani oleh yang
pelamar dan menggunakan meterai
10.000.

2. Terdapat penambahan persyaratan
berupa surat pernyataan khusus yang
ditandatangani oleh pelamar  dan
menggunakan meterai 10.000 (format
terlampir), yang berisi tentang:
1) Bersedia mengikuti kebijakan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
terhadap pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP);
2) Tidak mengajukan pindah dengan
alasan apapun selama menjalani perjanjian
kerja terhitung mulai tanggal pengangkatan
sebagai Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau.

Yuli Seperi
Ssimtrpar

04 Maret
2025

Kendala Kenaikan Pangkat PNS

Kenaikan pangkat saya dari iiid ke iva telah
tertunda dua kali, mohon informasi apa berkas
saya yang masih kurang?saya sudah bertanya
ke bkd provinsi kepulauan riau, petugas disana
yang bernama rafika tidak bisa menjawab,
hanya menjawab pak 2022 saya yang tdari
kementerian pariwisata tidak terintegrasi ke

Menindaklanjuti Laporan mengenai
Kendala Kenaikan Pangkat PNS, dapat
disampaikan bahwa:

Yth. Bapak Yuli Seperi

Berdasarkan hasil konsultasi Bapak pada
Selasa, 4 Maret 2025 pukul 10.00 WIB di
Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

05 Maret
2025




bkn. setelah itu jawabannya bertele-tele tidak
ada solusi.saya sudah menjadi pns selama 17
tahun dan tahun 2024 lalu saya lulus tes jafung
ahli madya dari jafung ahli muda. bagaimana
solusi untuk saya naik pangkat dari iiid ke iva,
sudah dua kali tertunda karena keterangan
tertulis btl (berkas tidak lengkap). mohon
bapak/ibu yang disana bisa secara bijaksana
membantu saya. terima kasih saya ucapkan
bila membantu saya.

Verifikasi Usul KP TMS - KP
@ Jabatan Fungsional Tertentu PNS -
YULI SEPERI

Login : 8100dispar
Tanggal Verifikasi BTL : 03-03-2025
Waktu Verifikasi 8TL : 15:09:58

Alasan BTL

BIODATA

Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Usulan kenaikan pangkat bapak telah di
verifikasi oleh tim kepangkatan Kantor
Regional XlI BKN Pekanbaru dengan
catatan " saat penyetaraan 31 Desember
2021 angka kredit yang didapat 300, maka
lampirkan PAK 2022 dengan angka kredit
lama 300";

2. Sesuai dokumen pada SILAT, instansi
pembina dalam hal ini kementerian
pariwisata menerbitkan PAK dimaksud
berbeda dengan format PAK sesuai
Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun
2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan
Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

3. Selanjutnya akan kami lakukan
koordinasi dengan tim BKN terkait
permasalahan ini.

Atas perhatian Bapak diucapkan terima
kasih




Anonim

28 Juni
2025

Kaji Ulang Aturan Cuti Guru PPPK

UU ASN tahun 2022, menegaskan bahwa asn
terdiri dari PNS dan PPPK. artinya, hak dan
kewajibannya sama kecuali hak untuk pensiun.
posisi PPPK juga diperkuat, dengan peraturan
presiden. namun, anehnya saat ini guru PPPK
di kepulauan riau terbit edaran bahwa guru
PPPK tetap masuk pada saat liburan semester
siswa. kemudian, adanya dikotomi antara PNS
dan PPPK. pns diberikan libur dan tetap
mendapatkan hak cuti tahunan.edaran ini,
jelas mengangkangi uu ASN dan peraturan
presiden. harusnya aturan yang lebih rendah
mengikuti aturan yang lebih tinggi, aturan tidak
boleh saling menegasikan.mohon DPR RI
menindaklanjuti persoalan ini terima kasih.

05 Juli
2025

Status: Guru PPPK
Dinas: Guru SMA di Bintan

Menindaklanjuti laporan mengenai Kaji
Ulang Aturan Cuti Guru PPPK, dapat
disampaikan bahwa:

Bersama ini disampaikan bahwa Surat
Edaran Nomor: B/800/811/DISDIK/2025
Tentang Cuti dan Libur Sekolah bagi ASN
pada Satuan Pendidikan diterbitkan oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
ditandatangani oleh  Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam hal ini, kami menyarankan agar
pertanyaan tersebut diarahkan kepada
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
untuk menjawabnya.

Terkait Cuti ASN diatur pada Peraturan
BKN RI No 7 Tahun 2022 Tentang Tata
Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja dan Khusus PPPK
dengan Jabatan Guru diatur pada Pasal 10
ayat (1) PPPK yang menduduki jabatan
guru pada sekolah dan jabatan dosen pada
perguruan tinggi yang mendapat liburan
menurut ketentuan peraturan
perundangundangan, disamakan dengan
PPPK vyang telah menggunakan cuti
tahunan. dan ayat (2) Liburan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan liburan
pada saat akhir semester di masing-masing
sekolah dan perguruan tinggi sesuai
dengan kalender akademik.

08 Juli
2025




Anonim

01 Juli
2025

Pemalsuan Data PPPK 2024 dan Indikasi
Kecurangan

Selamat malam min, izin melaporkan atas nama
sania hidayah, guru sejarah yang lulus PPPK
2024 di Pemprov Kepri. Mohon ditindak lanjuti
peserta PPPK berikut min,
Mungkin pihak BKD punya kuasa dan tau
caranya, mungkin bisa dilakukan pengecekan
untuk meminta slip gajinya selama honor, karna
SPTIJM dan RTG banyak disalah gunakan
dilapangan termasuk yang dilakukan sania.
Beliau baru honor tahun lalu min, tetapi bisa ikut
tes dan Ilulus PPPK sangat tidak adil.
Sebelumnya si sania ini bekerja sebagai admin
di pertamina sebagai rekan kerja teman saya,
tahun lalu beliau baru resign dan baru honor di
SMA Negeri 1 Bintan Utara, mohon untuk
ditindak lanjuti min rasanya kurang adil, beliau
belum sampai honor setahun tapi sudah bisa
ikut tes pppk dan lulus.
Jika dilihat aturan PPPK 2024, jelas beliau tidak
bisa seharusnya untuk ikut tes apalagi sampai
lulus

Terimakasih min, saya tunggu kabar baiknya
semoga segera ditindak lanjuti

Menindaklanjuti laporan mengenai
Pemalsuan data PPPK 2024 dan Indikasi
Kecurangan, dapat kami sampaikan
bahwa:

Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor: B/813.2/15/BKDKORPRI-
SET/2024 tentang Penerimaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Tenaga Guru Bagi Pelamar Guru
Non-ASN di Sekolah Negeri Yang Terdaftar
di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, Dan Teknologi Dan Aktif Mengajar
Paling Sedikit 2 (Dua) Tahun Atau 4
(Empat) Semester Secara Terus-Menerus
Dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru
(PPG) Yang Terdaftar Pada Pangkalan
Data Kelulusan PPG Di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
Pada romawi | poin 3 menjelaskan terkait
Kriteria pelamar adalah sebagai berikut:
1. Guru Non-ASN di Sekolah Negeri yang
terdaftar di Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif
mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau
4 (empat) semester secara terus menerus
di instansi tempat mengajar saat
mendaftar;

2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

10 Juli
2025




yang terdaftar pada pangkalan data
kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Maka sesuai data dukung vyang di
lampirkan oleh yang bersangkutan saat
pendaftaran sudah memenuhi persyaratan
mengikuti seleksi PPPK Tahap Il di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau karena yang bersangkutan terhitung
mulai tanggal 1 September 2022 sudah
menjadi non ASN pada SMA Negeri 1
Bintan Utara sesuai Keputusan Kepala
Sekolah SMA Negeri 1 Bintan Utara nomor
800 TAHUN 2022 tanggal 1 September
2022.

Anonim

04 Juli
2025

Dugaan Kecurangan PPPK Guru 2024 di
Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

Melalui laporan ini, saya ingin menyampaikan
pengaduan dan permohonan klarifikasi terkait
dugaan ketidaksesuaian data peserta dalam
proses seleksi PPPK tahun 2024 di lingkungan
pemerintah provinsi kepulauan riau.

Adapun peserta yang saya maksud adalah atas
nama jasmaniar dengan jabatan guru sejarah,
yang diketahui telah dinyatakan lulus seleksi
PPPK tahun 2024. Berdasarkan penelusuran
yang saya lakukan, terdapat dua hal yang
menimbulkan keraguan terhadap keabsahan
keikutsertaan yang bersangkutan dalam seleksi
tersebut, yaitu:

Menindaklanjuti laporan mengenai Dugaan
Kecurangan PPPK Guru 2024 di
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,
dapat disampaikan bahwa:

Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor: B/813.2/15/BKDKORPRI-
SET/2024 tentang Penerimaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Tenaga Guru Bagi Pelamar Guru
Non-ASN di Sekolah Negeri Yang Terdaftar
di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, Dan Teknologi Dan Aktif Mengajar
Paling Sedikit 2 (Dua) Tahun Atau 4
(Empat) Semester Secara Terus-Menerus
Dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru

10 Juli
2025




Yang bersangkutan baru terdaftar di dapodik
pada tahun 2023, yang mana seharusnya
belum memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi
PPPK Jalur Prioritas (RTG) sesuai dengan
ketentuan dari Kementerian PANRB.

Tanggal lahir yang tercatat adalah tahun 2001,
yang berarti usia yang bersangkutan pada saat
mendaftar relatif masih sangat muda. Hal ini
menimbulkan pertanyaan mengenai apakah
yang bersangkutan telah memenubhi
persyaratan pengalaman kerja atau pengabdian
minimal sebagai guru honorer sebagaimana
diatur dalam regulasi seleksi PPPK. Yang mana

beliau juga bukan seorang Ilulusan PPG
Prajabatan.

Dengan adanya dua hal tersebut, saya
memohon kepada bapak/ibu agar dapat

melakukan verifikasi dan penelusuran lebih
lanjut terhadap data dan status keikutsertaan
peserta atas nama jasmaniar dengan jabatan
guru sejarah, demi menjamin bahwa proses
seleksi PPPK ini berlangsung secara adil,
transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Pengaduan ini saya sampaikan dengan itikad
baik, sebagai bentuk kepedulian terhadap
integritas seleksi asn yang seharusnya
dilakukan secara objektif dan profesional. Jika
memang ditemukan ketidaksesuaian atau
pelanggaran, saya berharap hal tersebut dapat
ditindaklanjuti secara tegas.

(PPG) Yang Terdaftar Pada Pangkalan
Data Kelulusan PPG Di Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Pada romawi | poin 3 menjelaskan terkait
Kriteria pelamar adalah sebagai berikut:
1. Guru Non-ASN di Sekolah Negeri yang
terdaftar di Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif
mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau
4 (empat) semester secara terus menerus
di instansi tempat mengajar saat
mendatftar;

2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
yang terdaftar pada pangkalan data
kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Maka sesuai data dukung vyang di
lampirkan oleh yang bersangkutan saat
pendaftaran sudah memenuhi persyaratan
mengikuti seleksi PPPK Tahap |l di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau karena yang bersangkutan terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2023 sudah
menjadi non ASN pada SMA Negeri 2 Teluk
Bintan sesuai Keputusan Kepala Sekolah
SMA Negeri 2 Teluk Bintan nomor
800/016/SMAN2-TLB/KPTS/2023 tanggal
02 Januari 2023.




Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas
perhatian dan kerjasama bapak/ibu, saya
ucapkan banyak terima kasih.

12 Juli Berarti yang mengajar tahun 2023 bisa ikut | Terkait pertanyaan selanjutnya terhadap | 31 Juli
2025 pppk guru tahap 2 yaa min? bukankah baru | atas nama JASMANIAR, dapat dijelaskan | 2025
terhitung 1 tahun ke tahun 20247 | bahwa sudah dilakukan verifikasi berkas
jlka memang Iiyaa legal sesuai dengan | dan data yang tertuang dalam aplikasi
ketentuan, kenapa di daerah lain yang mengajar | SSCASN  yang  bersangkutan  saat
tahun 2023 tidak bisa ikut yaaa? apaa hanya | mendaftar dan telah memenuhi
dikepri saja yang bisa? persyaratan masa kerja sebagai non ASN
di Lingkungan Pemerintah  Provinsi
Kepulauan Riau karen sudah 2 tahun jika
dihitung dari 1 Januari 2023 hingga 1
Januari 2025
Anonim 04 Juli Permohonan Kilarifikasi dan Tindak Lanjut | Menindaklanjuti Laporan mengenai | 10 Juli
2025 Peserta Lulus PPPK 2024 atas nama Juli Boru | Permohonan Klarifikasi dan Tindak Lanjut | 2025

Naili di Pemprov Kepri

Kepada yth.
Bapak/ibu admin BKN Pusat
Di tempat

Assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh,
Dengan hormat,

Perkenankan saya menyampaikan beberapa
hal terkait proses seleksi PPPK guru tahun
2024 untuk jabatan guru seni budaya atas
nama juli boru nauli di Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau.

Peserta Lulus PPPK 2024 atas nama Juli
Boru Naili di Pemprov Kepri, dapat
disampaikan bahwa:

Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor: B/813.2/15/BKDKORPRI-
SET/2024 tentang Penerimaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Tenaga Guru Bagi Pelamar Guru
Non-ASN di Sekolah Negeri Yang Terdaftar
di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, Dan Teknologi Dan Aktif Mengajar
Paling Sedikit 2 (Dua) Tahun Atau 4
(Empat) Semester Secara Terus-Menerus
Dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru




Berdasarkan informasi yang saya peroleh dari
data dapodik, yang bersangkutan baru tercatat
aktif di dapodik pada tahun 2023. Sejauh yang
saya pahami, sesuai ketentuan yang berlaku
dari Kementerian PANRB, salah satu syarat
utama untuk dapat mengikuti seleksi PPPK
Jalur Prioritas (RTG) adalah minimal telah
terdaftar dalam dapodik sebelum tahun 2023.
Oleh karena itu, saya memohon koreksi dan
klarifikasi apabila saya keliru dalam memahami
aturan tersebut.

Namun di lapangan, yang bersangkutan tetap
dapat mengikuti seleksi dan bahkan
dinyatakan lulus seleksi PPPK. Hal ini
menimbulkan pertanyaan dan keresahan bagi
pelamar lain yang telah memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan, namun belum berhasil lulus.
Untuk itu, saya dengan segala hormat
memohon agar kasus ini dapat ditelusuri dan
ditindaklanjuti lebih lanjut oleh BKN Pusat guna
memastikan proses seleksi berjalan
transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi
yang berlaku.

Sebagai tambahan informasi, saya juga telah
melakukan pengecekan langsung kepada
salah satu peserta didik di sekolah tempat
yang bersangkutan mengajar,berdasarkan
keterangan yang diberikan oleh siswa yang
baru lulus tahun 2025 ini dan diperoleh
keterangan bahwa ibu juli boru nauli baru mulai
mengajar dan diangkat sebagai guru honorer

(PPG) Yang Terdaftar Pada Pangkalan
Data Kelulusan PPG Di Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Pada romawi | poin 3 menjelaskan terkait
Kriteria pelamar adalah sebagai berikut:
1. Guru Non-ASN di Sekolah Negeri yang
terdaftar di Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif
mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau
4 (empat) semester secara terus menerus
di instansi tempat mengajar saat
mendatftar;

2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
yang terdaftar pada pangkalan data
kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Maka sesuai data dukung vyang di
lampirkan oleh yang bersangkutan saat
pendaftaran sudah memenuhi persyaratan
mengikuti seleksi PPPK Tahap Il di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau karena yang bersangkutan terhitung
mulai tanggal 2 Januari 2023 sudah
menjadi non ASN pada SMA Negeri 2
Bunguran Barat sesuai Keputusan
Gubernur Kepulauan Riau nomor 44
TAHUN 2023 tanggal 2 Januari 2023.




di sekolah tersebut belum lama ini. Bahkan,
berdasarkan informasi dari laman pendaftaran,
beliau mendaftar seleksi PPPK pada tanggal
19 januari 2024, yaitu pada hari-hari terakhir
masa pendaftaran, beliau juga kelahiran tahun
2000. Dugaan saya, beliau mendaftar melalui
jalur P1/RTG menggunakan SPTJM, meskipun
belum memenuhi syarat waktu pengabdian
sebagaimana diatur.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan
keinginan untuk menjaga integritas proses
seleksi PPPK, saya juga melampirkan
beberapa bukti pendukung yang mungkin
dapat menjadi pertimbangan bapak/ibu dalam
menindaklanjuti laporan ini.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam
penyampaian ini, dan saya sangat terbuka
untuk dikoreksi apabila pemahaman saya
kurang tepat. Saya menyampaikan pengaduan
ini semata-mata untuk menjaga keadilan dan
kepercayaan publik terhadap proses seleksi
asn.

*lampiran

1. Bukti tangkapan layar data dapodik
2. Bukti chat dengan salah satu siswa
3. Bukti riwvayat pendaftaran peserta

Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas
perhatian dan tindak lanjut bapak/ibu, saya
ucapkan banyak terima kasih.




Wassalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

12 Juli
2025

bersama ini kami menyampaikan tanggapan
terkait salah satu peserta seleksi yang diketahui
baru aktif mengajar pada tahun 2023 dan
terdaftar di Dapodik mulai tahun yang sama.

Sebagaimana kita pahami bersama,
pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2024
didasarkan pada ketentuan dan regulasi yang
mengacu pada masa kerja dan data yang
tercatat di Dapodik sebelum tahun anggaran
berjalan. Dengan demikian, apabila yang
bersangkutan baru mulai aktif mengajar pada
tahun 2023, maka secara hitungan masa kerja
hingga tahun 2024 baru mencapai kurang lebih
satu tahun.

Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apabila
yang bersangkutan dapat mengikuti proses
seleksi PPPK 2024 dengan kondisi demikian,
mengapa pelamar dari daerah lain yang juga
tercatat di Dapodik pada tahun 2023 tidak
mendapatkan kesempatan yang sama untuk
mengikuti seleksi tersebut?

Selain itu, berdasarkan keterangan peserta
didik di sekolah tempat yang bersangkutan
mengajar, diinformasikan  bahwa  yang
bersangkutan baru mulai menjadi tenaga honor
pada tahun 2023, yang sejalan dengan data

Terkait pertanyaan selanjutnya terhadap
atas nama JULI BORU NAULI, dapat
dijelaskan bahwa sudah dilakukan verifikasi
berkas dan data yang tertuang dalam
aplikasi SSCASN yang bersangkutan saat
mendaftar dan telah memenuhi
persyaratan masa kerja sebagai non ASN
di  Lingkungan Pemerintah  Provinsi
Kepulauan Riau karen sudah 2 tahun jika
dihitung dari 2 Januari 2023 hingga 2
Januari 2025

31 Juli
2025




Dapodik tersebut.

Kami menyampaikan hal ini bukan untuk
menghalangi hak siapapun, tetapi demi
menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi,
dan akuntabilitas dalam proses seleksi PPPK.

10057 T@

Bu uli ngajar di 14 pertama kali pas

Y aku kelas 11 juga
iya betul Bu uli guru seni ak pas -
ngajar?
Membalas Anda
mungkin iya, tapi Bu uli baru
ngajar di kelas aku semester 2 thn
5 . ; . ° 2024
Bu uli ngajar di 14 pertama kali pas =
Y aku kelas 11 juga
:
berarti tahun 2023 yaa bu uli baru waktu kamu kelas 10 udah ada bu
ngajar? uli nya?
mungkin iya, tapi Bu uli baru
ngajar di kelas aku semester 2 thn Memt And:
e 2024
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berarti guru baru masuk juga yaaa iya seperti itu
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waktu kamu kelas 10 udah ada bu ke it
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berarti tahun 2023 yaa bu uli baru
ngajar?

waktu kamu kelas 10 udah ada bu
uli nya?

° belum ada Bu uli pas ak kelas 10
—

..‘.‘,‘, pesan ,g,‘ B @ ®

Anonim

04 Juli
2025

Dugaan Ketidaksesuaian Data Peserta PPPK
2024

Saya ingin menyampaikan pengaduan serta
permohonan klarifikasi atas dugaan
ketidaksesuaian data dan kemungkinan
pelanggaran persyaratan dalam proses seleksi
PPPK Guru tahun 2024 di Lingkungan
Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau.

Terdapat dua nama peserta yang menjadi
perhatian dalam hal ini:

1. Mhd. Raihan rasidi (guru geografi)
Berdasarkan informasi yang saya peroleh, yang
bersangkutan:

-baru terdaftar di dapodik pada tahun 2023
-lahir pada tahun 2002, yang berarti saat ini
usianya masih relatif muda

Menindaklanjuti laporan mengenai Dugaan
Ketidaksesuaian Data Peserta PPPK 2024,
dapat disampaikan bahwa:

Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor: B/813.2/15/BKDKORPRI-
SET/2024 tentang Penerimaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) Tenaga Guru Bagi Pelamar Guru
Non-ASN di Sekolah Negeri Yang Terdaftar
di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, Dan Teknologi Dan Aktif Mengajar
Paling Sedikit 2 (Dua) Tahun Atau 4
(Empat) Semester Secara Terus-Menerus
Dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru
(PPG) Yang Terdaftar Pada Pangkalan
Data Kelulusan PPG Di Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Di Lingkungan Pemerintah

10 Juli
2025




-namun demikian, beliau tetap dapat mengikuti
seleksi pppk

Hal ini menimbulkan pertanyaan karena sesuai
ketentuan dari Kementerian PANRB, peserta
jalur prioritas (seperti P1/RTG) seharusnya
memiliki masa pengabdian yang cukup lama
dan terdaftar di dapodik jauh sebelum 2023.

2. Michael permano (guru pjok)

Yang bersangkutan diketahui:

-lahir pada tahun 2001

-namun sudah terdaftar di dapodik sejak tahun
2021

Berdasarkan data usia tersebut, muncul
pertanyaan: apakah yang bersangkutan masuk
ke dapodik menggunakan ijazah SMA, dan
apakah hal tersebut sesuai dengan syarat
kualifikasi untuk mengajar pada jenjang
pendidikan menengah?

Kedua kasus ini menimbulkan kekhawatiran
bahwa terdapat kemungkinan ketidaksesuaian
data administratif atau penyalahgunaan
prosedur dalam proses rekrutmen pppk. Jika hal
ini benar adanya, tentu sangat merugikan
peserta lain yang telah memenuhi semua
ketentuan dan mengikuti proses dengan jujur.

Dengan hormat, saya memohon kepada
bapak/ibu agar laporan ini dapat ditindaklanjuti
dan ditelusuri secara objektif, demi menjamin
integritas, keadilan, dan transparansi dalam

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
Pada romawi | poin 3 menjelaskan terkait
Kriteria pelamar adalah sebagai berikut:
1. Guru Non-ASN di Sekolah Negeri yang
terdaftar di Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif
mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau
4 (empat) semester secara terus menerus
di instansi tempat mengajar saat
mendaftar;

2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
yang terdaftar pada pangkalan data
kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MHD.RAIHAN RASIDI dan MICHAEL
PERMANO sesuai data dukung yang di
lampirkan oleh yang bersangkutan saat
pendaftaran sudah memenuhi persyaratan
mengikuti seleksi PPPK Tahap Il di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau:

1. MHD.RAIHAN RASIDI karena yang
bersangkutan terhitung mulai tanggal 1
Januari 2023 sudah menjadi non ASN pada
SMA Negeri 2 Teluk Bintan sesuai
Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 2
Teluk Bintan nomor 800/015/SMAN2-
TLB/KPTS/2023 tanggal 02 Januari 2023.
2. MICHAEL PERMANO karena yang
bersangkutan terhitung mulai tanggal 2
Januari 2023 sudah menjadi non ASN pada




pelaksanaan seleksi asn. Jika memang
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran,
mohon agar dapat diambil tindakan sesuai
dengan aturan yang berlaku.

Demikian laporan ini saya sampaikan. Terima
kasih atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu.

SMK Negeri 4 Batam sesuai Keputusan
Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Batam
nomor 026 TAHUN 2023 tanggal 02
Januari 2023.

10 Juli Michael permano terdata di dapodik tahun 2021 | Terkait pertanyaan selanjutnya terhadap | 31 Juli
2025 sedangkan yang bersangkutaan baru wisuda | atas nama MICHAEL PERMANO, dapat | 2025
tahun 2023. bagaimana bisa seperti ini? artinya | dijelaskan bahwa sudah dilakukan verifikasi
yang bersangkutan mengajar dengan ijazah | berkas dan data yang tertuang dalam
SMA, apakah sesuai dengan syarat kualifikasi | aplikasi SSCASN yang bersangkutan saat
mengajar? mendaftar dan telah memenuhi
persyaratan masa kerja sebagai non ASN
- di Lingkungan Pemerintah  Provinsi
e Kepulauan Riau karen sudah 2 tahun jika
dihitung dari 2 Januari 2023 hingga 1
ot Januari 2025, dengan ljazah terakhir S1
sesuai dengan persyaratan pendaftaran
sebagai Guru Ahli Pertama.
Anonim 04 Juli Permohonan Tindak Lanjut Dugaan | Menindaklanjuti Laporan mengenai | 10 Juli
2025 Kecurangan Seleksi PPPK Guru 2024 di | Permohonan Tindak Lanjut Dugaan | 2025
Provinsi Kepulauan Riau Kecurangan Seleksi PPPK Guru 2024 di
Provinsi Kepulauan Riau, dapat

Kepada yth.

Bapak/ibu admin bkn pusat

Di tempat

Assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh,

Dengan hormat,

disampaikan bahwa:

Pengumuman Gubernur Kepulauan Riau
Nomor: B/813.2/15/BKDKORPRI-
SET/2024 tentang Penerimaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja




Perkenankan saya menyampaikan laporan
mengenai adanya dugaan kecurangan dalam
proses seleksi pppk guru tahun 2024 di
lingkungan pemerintah provinsi kepulauan riau,
khususnya pada formasi guru sejarah.

Adapun laporan ini saya tujukan terkait peserta
seleksi atas nama sania hidayah, yang
dinyatakan lulus seleksi pppk tahun 2024.
Berdasarkan data yang saya peroleh, yang
bersangkutan baru terdaftar di dapodik pada
tahun 2024 dan baru mulai aktif mengajar
sebagai guru honorer di sma negeri 1 bintan
utara pada bulan agustus 2024. Informasi ini
menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum
memenuhi syarat waktu pengabdian
sebagaimana  diatur  dalam ketentuan
kementerian panrb terkait seleksi pppk jalur
prioritas (RTG).

Berdasarkan penelusuran saya, sebelumnya
pada periode tahun 2022 hingga 2023, yang
bersangkutan diketahui bekerja sebagai staf

admin di pertamina. Sebagai pendukung
laporan  ini, saya juga melampirkan
dokumentasi foto-foto yang menunjukkan

keterlibatan yang bersangkutan di tempat kerja
sebelumnya.

Saya menduga bahwa dalam proses
pendaftaran  pppk, yang bersangkutan
menggunakan jalur rtg dengan melampirkan
sptjim (surat pernyataan tanggung jawab

(PPPK) Tenaga Guru Bagi Pelamar Guru
Non-ASN di Sekolah Negeri Yang Terdaftar
di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, Dan Teknologi Dan Aktif Mengajar
Paling Sedikit 2 (Dua) Tahun Atau 4
(Empat) Semester Secara Terus-Menerus
Dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru
(PPG) Yang Terdaftar Pada Pangkalan
Data Kelulusan PPG Di Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Pada romawi | poin 3 menjelaskan terkait
Kriteria pelamar adalah sebagai berikut:
1. Guru Non-ASN di Sekolah Negeri yang
terdaftar di Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif
mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau
4 (empat) semester secara terus menerus
di instansi tempat mengajar saat
mendaftar;

2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
yang terdaftar pada pangkalan data
kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Maka sesuai data dukung vyang di
lampirkan oleh yang bersangkutan saat
pendaftaran sudah memenuhi persyaratan
mengikuti seleksi PPPK Tahap Il di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau karena yang bersangkutan terhitung




mutlak). Dalam hal ini, saya mencurigai adanya
penyalahgunaan sptjim yang dilakukan oleh
pihak sekolah dan peserta yang bersangkutan
untuk memenuhi persyaratan secara
administratif, padahal secara fakta tidak sesuai
dengan kenyataan lapangan.

Oleh karena itu, saya dengan hormat memohon
kepada bapak/ibu di bkn pusat agar
menindaklanjuti dan menyelidiki laporan ini
secara objektif dan menyeluruh. Hal ini penting
demi memastikan bahwa seluruh tahapan
seleksi pppk berlangsung adil, transparan, dan
sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta
tidak merugikan peserta lain yang telah
mengikuti aturan secara jujur dan bertanggung
jawab.

Sebagai bentuk itikad baik dan komitmen
terhadap integritas proses seleksi asn, saya
melampirkan beberapa bukti pendukung yang
kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan
dalam proses verifikasi.

Demikian laporan ini saya sampaikan. Apabila
terdapat kekeliruan dalam penyampaian atau
pemahaman saya terhadap peraturan yang
berlaku, saya sangat terbuka untuk menerima
klarifikasi. Besar harapan saya agar laporan ini
dapat ditindaklanjuti secara serius.

Atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu, saya
ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

mulai tanggal 1 September 2022 sudah
menjadi non ASN pada SMA Negeri 1
Bintan Utara sesuai Keputusan Kepala
Sekolah SMA Negeri 1 Bintan Utara nomor
800 TAHUN 2022 tanggal 1 September
2022.




Wassalamu’alaikum warahmatullahi

wabarakatuh.

*lampiran
-bukti  tangkapan layar data dapodik
-foto-foto yang bersangkutan saat bekerja di
pertamina

10 Juli
2025

Terima kasih atas balasan dan Klarifikasi yang
telah Bapak/Ibu sampaikan sebelumnya terkait
dugaan kecurangan dalam proses seleksi
PPPK Tahun 2024.

Namun, izinkan saya menyampaikan
tanggapan atas penjelasan tersebut. Dalam
balasan yang saya terima, disebutkan bahwa
yang bersangkutan memenuhi syarat untuk
mengikuti  seleksi PPPK. Akan tetapi,
berdasarkan dokumen dan bukti yang saya
lampirkan, diketahui bahwa yang bersangkutan
aktif bekerja di PT Pertamina pada tahun 2022
hingga 2023, yang artinya bukan merupakan
guru aktif di instansi pendidikan dan tidak
terdaftar dalam Dapodik pada periode yang
disyaratkan.

Sebagaimana ketentuan dalam regulasi seleksi
PPPK, peserta harus memiliki pengalaman
mengajar minimal 2 tahun secara berkelanjutan
dan terdata di Dapodik. Jika yang bersangkutan
baru masuk Dapodik pada tahun 2024 dan
sebelumnya bekerja di luar sektor pendidikan,
maka hal ini patut dipertanyakan keabsahan

Terkait pertanyaan selanjutnya terhadap
atas nama SANIA HIDAYAH, dapat
dijelaskan bahwa sudah dilakukan verifikasi
berkas dan data yang tertuang dalam
aplikasi SSCASN yang bersangkutan saat
mendaftar dan telah memenuhi
persyaratan masa kerja sebagai non ASN
di Lingkungan Pemerintah  Provinsi
Kepulauan Riau karen sudah 2 tahun lebih
jika dihitung dari 1 September 2022 hingga
1 Januari 2025.

31 Juli
2025




statusnya sebagai pelamar prioritas atau
pelamar aktif.

Kami berharap agar BKD dapat melakukan
verifikasi lebih mendalam dan objektif, karena
hal ini menyangkut azas keadilan dan integritas
seleksi ASN. Kami juga berharap agar laporan
ini tidak dipandang sebagai bentuk pengaduan
personal, melainkan sebagai bagian dari
kepedulian terhadap proses seleksi yang
bersih, adil, dan bebas dari manipulasi data.
Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Atas
perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami
ucapkan terima kasih.
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Pian Irawan

29 Oktober
2025

Tidak Bisa Masuk Aplikasi ASN Digital

Tidak bisa mengakses asn digital dikarenakan
email yg lama sudah tidak bisa dipakai karena
keblokir, jadi menggunakan email yang baru
(pianirawan1979@gmail.com)

Menindaklanjuti Laporan mengenai Tidak
bisa masuk aplikasi ASN Digital, dapat
disampaikan bahwa:

Silahkan masuk ke akun SILAT melalui
link silat.kepriprov.go.id

kemudian ke menu data pribadi, biodata
masukkan email yang baru, lalu simpan.
kemudian post ke SIASN

30 Oktober
2025

Tanjungpinang, Desember 2025
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

Provinsi Kepulguan Riau,

Pg
Yeny Trisia Isabella, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197601232003122008
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